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LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2021.
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan Dokumen
Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan
disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (renstra) yang berisi
informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan
oleh OPD dalam satu Tahun Anggaran sehingga memberikan gambaran
mengenai Tujuan, Sasaran dan target kinerja OPD sesuai tupoksi.
Secara fungsional Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya,
baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun
dengan sistem pengelolaan keuangan.

Tahapan penyusunan Renja PD meliputi : persiapan penyusunan
Renja PD, penyusunan Rancangan Awal Reenja PD, penyusunan
Rancangan Renja PD, pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD, perumusan
Rancangan Akhir Renja PD, dan yang terakhir penetapan Renja PD.

Renja PD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2021, Renstra Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renja Kementerian
Sosial Republik Indonesia Tahun 2021 hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan
usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, setelah
Renja PD selesai ditetapkan (Tahap Perencanaan) selanjutnya

dituangkan dalam RKA PD Tahun 2021 (Tahap Penganggaran).
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Gambar I.1.  Keterkaitan Renja Dengan Dokumen Perencanaan

Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan

perundangan sebagai berikut:

a)

b)

g)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950
tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial

Undang-Undang Nomor13 Tahun 2014 tentang Penanganan Fakir
Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.
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j)

k)

)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549
tanggal tanggal 15 Januari 2020 tentang Arahan Kebijakan dan
Prioritas = Pembangunan serta Pedoman  Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Tahun 2021.

Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan

dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan

anggaran / pagu indikatif pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2021.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun

2021 adalah :

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan,

indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2021 yang tertuang
dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;

Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran
Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 —

2023 pada tahun ke-3 periode Tahun 2021.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas dan jelas terhadap
latarbelakang; landasan hukum; maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
Memuat Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan
capaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 - 2023; Analisa kinerja pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah; Isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
Review terhadap rancangan RKPD Prov. Jateng Tahun
2021 dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan
dan Sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
Program dan Kegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan
beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk
tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022.

PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.
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BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Evaluasi Pelaksanaan RencanaKerjaPerangkat Daerah (Renja PD) 2019

dan Capaian Renstra PD

Anggaran Dinas Sosial di Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar

Rp. 133.722.770.000,00 dengan rincian: Belanja Tidak Langsung

sejumlah Rp109.384.754.000,00 dan Belanja Langsung sejumlah

Rp.24.338.016.000,00, untuk membiayai pelaksanaan 4 program

dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan keuangan Rp. 124.140.050.624

(97.19%).

A). Program Penanganan Fakir Miskin, dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 2.400.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%
dan keuangan Rp. 2.358.141.600,- (98.26 %) Keluaran yang dicapai
antara lain :

1) Jumlah Keluarga Fakir Miskin Pedesaan Tertangani dan
Tervalidasi sebanyak 1.000 orang

2) Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan
Tertangani dan Tervalidasi sebanyak 1.000 orang.

3) 1 (satu) buah dokumen data kemiskinan dan PPKS tervalidasi.

B). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 7.205.000.000,000,- dengan capaian realisasi fisik
sebesar 100% dan keuangan Rp. 7.112.691.700,- (98.71 %) Keluaran
yang dicapai yaitu :

1) Jumlah Anak Dan Lanjut UsiaTerehabilitasi pada LKS sebanyak
2.100 orang

2) Jumlah penyandang disabilitas terhabilitasi dalam LKS sebanyak
2.100 orang

3) Jumlah Tuna Sosial dan KPO terehabilitasi dalam LKS sebanyak
250 orang

4) Jumlah penerima manfaat terehabiltasi didalam Panti Pemerintah
sebanyak 4.602 orang.

C). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 3.800.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar
100% Dan keuangan Rp. 3.560.869.750,- (93.70 %). Keluaran yang
dicapai antara lain :

1) Penanganan sosial terhadap korban bencana alam,

2) Penanganan sosial terhadap korban bencana sosial,

3) Jaminan Sosial Keluarga kepada PMKS Non Produktif melalui
bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) sebanyak 12.764
orang.



D). Program Pemberdayaan Sosial, dialokasikan anggaran sebesar Rp.
6.900.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 % dan
keuangan Rp. 6.818.516.674,- (98.81 %) Keluaran yang dicapai
antara lain :

1) Jumlah PSKS yang mendapat penguatan sebanyak 2.073 orang;

2) Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber
dana kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial sebayak 2.950
orang

3) Jumlah PSKS yang mendapatkan penguatan nilai Keperintisan,
Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial

Hasil reviu dituangkan dalam tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial

s.d Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah

Perkiraan Realisasi

R;ahsaF Target danRealisasiKinerja Program Capaian Target
arse danKegiatanTahun 2019 . Renstra PD s/d
Kinerja Tingkat Target
. Target : .. Tahun 2020
Urusan/Bidang .o Hasil Realisasi program —
Kinerja Realisasi
Urusan Indikator Kinerja Program Capaian Program s.d Target | dan i i
Kode Pemerintahan (Outcome) /Ke iaJtan (O%,l tput) Prop o dan o Akhir Kegiatan | Capaian | Tingkat
Daerah dan g p Ta%un Keluaran Ta?get Rea!lsam Tingkat Renstra Renja Program Cap%uan'
Program/Kegiatan 5023 Kegiatan | RenjaPD | RenjaPD | o = o | 2018- Tahun dan Realisasi
s/d Tahun Tahun %) 2023 2020 Kegiatan Target
Tahun 2019 2019 s/d Renstra
2018 Tahun (%)
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase penanganan PMKS terlantar
yang membutuhkan pelayanan dasar di 4,10 4,45% 0,82 0,82 100% 4,10 1,64 1,64 100%
dalam panti
Fersentase keberfungsian sosial PMKS 0,15 0,03 0,04 100% 0,15 0,06 0,06 100%
alam Panti
Persentase k%’erfungsm? sosial PMKS 0,16 0,03 0,05 100% 0,16 0,06 0,06 100%
alam Panti
Persentase k%oerfungsiar} sosial PMKS 0,18 0,04 0,05 100% 0,18 0,07 0,07 100%
alam Panti
Persentase keberfungsian sosial PMKS 0,22 0,04 0,05 100% 0,22 0,09 0,09 100%
alam Panti




Perkiraan Realisasi

R;:?S;SI Target danRealisasiKinerja Program Capaian Target
aree danKegiatanTahun 2019 . Renstra PD s/d
Kinerja Tingkat Target
. Target : .. Tahun 2020
Urusan/Bidang Lo Hasil Realisasi program —
Urusan Kinerja | p oram s.d Target | dan Realisasi
- Indikator Kinerja Program Capaian g ¢ larg . Capaian Tingkat
Kode Pemerintahan (Outcome) /Kegiatan (Output) Proeram dan o Akhir Kegiatan p 8K
Daerah dan g p Ta% o | Keluaran Target Realisasi Tingkat | Renstra Renja Program | Capaian
Program/Kegiatan 20 2u 3 Kegiatan | RemjaPD | RenjaPD | o = . | 2018- Tahun dan Realisasi
s/d Tahun Tahun %) 2023 2020 Kegiatan Target
Tahun 2019 2019 s/d Rerolstra
2018 Tahun (%)
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase keberfungsiar} sosial PMKS 0.13 0,03 0,03 100% 0,13 0,05 0,05 100%
Dalam Panti
Persentase ke];’zlrfungsm.l sosial PMKS 0,13 0,03 0,03 100% 0,13 0,05 0,05 100%
am Panti
Persentase keberfungsian sosial PMKS 0,16 0,03 0,05 100% 0,16 0,06 0,06 100%
am Panti
Persentase k%aerfungsiar} sosial PMKS 0.11 0,02 0,03 100% 0,11 0,04 0,04 100%
alam Panti
Persentase keberfungsiar} sosial PMKS 0,15 0,03 0,03 100% 0,15 0,06 0,06 100%
Dalam Panti
Persentase ke];’;rfungsm? sosial PMKS 0,21 0,04 0,04 100% 0,21 0,08 0,08 100%
am Panti




Perkiraan Realisasi

R;Z?S;SI Target danRealisasiKinerja Program Capaian Target
aree danKegiatanTahun 2019 . Renstra PD s/d
Kinerja Tingkat Target
. Target : .. Tahun 2020
Urusan/Bidang Lo Hasil Realisasi program —
Urusan Kinerja | p oram s.d Target | dan Realisasi
- Indikator Kinerja Program Capaian g ¢ larg . Capaian Tingkat
Kode Pemerintahan (Outcome) /Kegiatan (Output) Proeram dan o Akhir Kegiatan p 8K
Daerah dan g p Ta% o | Keluaran Target Realisasi Tingkat | Renstra Renja Program | Capaian
Program/Kegiatan 20 2u 3 Kegiatan | RemjaPD | RenjaPD | o = . | 2018- Tahun dan Realisasi
s/d Tahun Tahun %) 2023 2020 Kegiatan Target
Tahun 2019 2019 s/d Rerolstra
2018 Tahun (%)
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase keberfungsiar} sosial PMKS 0,23 0,05 0,07 100% 0,23 0,09 0,09 100%
Dalam Panti
Persentase k%:’erfungsmr.l sosial PMKS 0,17 0,03 0,05 100% 0,17 0,07 0,07 100%
alam Panti
Persentase keberfungsiar} sosial PMKS 0.14 0,03 0,06 100% 0,14 0.06 0.06 100%
Dalam Panti
Fersentase keberfungsian sosial PMKS 0,21 0,04 0,05 100% 0,21 0,08 0,08 100%
alam Panti
Persentase keberfungsiar} sosial PMKS 0,09 0,02 0,03 100% 0,09 0,04 0,04 100%
Dalam Panti
Persentase ke];’erfungsm.l sosial PMKS 0,28 0,06 0,07 100% 0,28 0,11 0,11 100%
alam Panti




Perkiraan Realisasi

R;Z?S;SI Target danRealisasiKinerja Program Capaian Target
aree danKegiatanTahun 2019 . Renstra PD s/d
Kinerja Tingkat Target
. Target : .. Tahun 2020
Urusan/Bidang Lo Hasil Realisasi program —
Urusan Kinerja | p oram s.d Target | dan Realisasi
- Indikator Kinerja Program Capaian & @ are . Capaian Tingkat
Kode Pemerintahan (Outcome) /Kegiatan (Output) Proeram dan o Akhir Kegiatan p 8K
Daerah dan g p Ta% o | Keluaran Target Realisasi Tingkat | Renstra Renja Program | Capaian
Program/Kegiatan 20 2u 3 Kegiatan | RemjaPD | RenjaPD | o = . | 2018- Tahun dan Realisasi
s/d Tahun Tahun %) 2023 2020 Kegiatan Target
Tahun 2019 2019 s/d Renstra
2018 Tahun (%)
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase keberfungsiar} sosial PMKS 0,07 0,01 0,02 100% 0,07 0,03 0,03 100%
Dalam Panti
Persentase ke];’erfungsm.l sosial PMKS 0,18 0,04 0,07 100% 0,18 0,07 0,07 100%
alam Panti
Persentase keberfungsiar‘l sosial PMKS 0,14 0,03 0,03 100% 0,14 0,06 0,06 100%
Dalam Panti
Persentase k%:’erfungsmr.l sosial PMKS 0,22 0,04 0,06 100% 0,22 0,09 0,09 100%
alam Panti




Perkiraan Realisasi

R;:?S;SI Target danRealisasiKinerja Program Capaian Target
aree danKegiatanTahun 2019 . Renstra PD s/d
Kinerja Tingkat Target
. Target : .. Tahun 2020
Urusan/Bidang Lo Hasil Realisasi program —
Kinerja Realisasi
Urusan Indikator Kinerja Program Capaian Program s.d Target | dan i i
Kode Pemerintahan (Outcome) /Ke iaJtan (Oi tput) Prop o dan o Akhir Kegiatan | Capaian | Tingkat
Daerah dan g p Ta% o | Keluaran Target Realisasi Tingkat | Renstra Renja Program | Capaian
Program/Kegiatan 20 2u 3 Kegiatan | RemjaPD | RenjaPD | o = . | 2018- Tahun dan Realisasi
s/d Tahun Tahun %) 2023 2020 Kegiatan Target
Tahun 2019 2019 s/d Renstra
2018 Tahun (%)
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase keberfungsiar} sosial PMKS 0,16 0,03 0,04 100% 0.16 0,06 0,06 100%
Dalam Panti
1.06.15 | RehabilitasiSosial | Fersentase keberfungsian sosial PMKS 0,23 0,05 0,05 100% 0,23 0,09 0,09 100%
am Panti
Persentase keberfungsian sosial PMKS 0,07 0,01 0,02 100% 0,07 0,03 0,03 100%
am Panti
Persentase k%’glrfungsm? sosial PMKS 0,07 0,01 0,01 100% 0,07 0,03 0,03 100%
am Panti
Persentase keberfungsian sosial PMKS 0,08 0,02 0,02 100% 0,08 0,03 0,03 100%
am Panti
Persentase keberfungsiar.l sosial PMKS 0,12 0,02 0,03 100% 0,12 0,05 0,05 100%
Dalam Panti




Perkiraan Realisasi

R;:?S;SI Target danRealisasiKinerja Program Capaian Target
aree danKegiatanTahun 2019 . Renstra PD s/d
Target Kinerja Tingkat Target Tahun 2020
Urusan/Bidang Kineria Hasil Realisasi program —
Urusan Indikator Kinerja Program Ca aiiln Program s.d Target | dan Reahsgs1 i
Kode Pemerintahan (Outcome) /Ke iaJtan ( O{i tput) Prop o dan o Akhir Kegiatan | Capaian | Tingkat
Daerah dan g p Ta% o | Keluaran Target Realisasi Tingkat | Renstra Renja Program | Capaian
Program/Kegiatan 20 2u 3 Kegiatan | RemjaPD | RenjaPD | o = . | 2018- Tahun dan Realisasi
s/d Tahun Tahun %) 2023 2020 Kegiatan Target
Tahun 2019 2019 s/d Renstra
2018 Tahun (%)
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase keberfungsian sosial PMKS 0,11 0,02 0,03 100% 0,11 0,04 0,04 100%
1.06..16 Penanﬁ?:;ﬁ Fakir Persentase faldr miskin yang telah 0,29 0,06 0,06 100% 0,29 0,11 0,11 100%
Perlindungandan Persentase penanganan sosial terhadap
1.06.17 JaminanSosial korban bencana dan PMKS Non Produktif 1,82 0,36 0,36 100% 1,82 0,73 0,73 100%
1.06.18
iP;‘elmberdayaarlSOS Persentase PSKSS;gat melaksanakan 34,38 47 05% 6,88 6.88 100% 34,38 13,75 11,99 67.87%
Ket:

- Periode 2013-2018 Populasi PMKS 4.965.855 jiwa yang telahtertanganisebanyak 221.744 jiwa

- Periode 2013-2023 Populasi PSKS sesuaipemutahiran data tahun 2018 sebanyak 30.145, jumlah PSKS yang telahmendapatkan

Penguatansebanyak 20.764




2.2,

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dokumen Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka kontribusi Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian tujuan
pembangunan tahun 2018-2023 adalah mendukung pencapaian
pengurangan kemiskinan di jawa tengah, yang dijabarkan kedalam
2 (dua) tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni :
1. Menurunkan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), yang dilaksanakan melalui:
a. Program  Rehabilitasi  Sosial guna  penyelenggaraan
rehabilitasi sosial dasar PMKS didalam panti.
b. Program  Perlindungan dan Jaminan Sosial guna
melaksanakan guna menyediakan kebutuhan dasar PMKS
Non Produktif dan terlantar melalui Kartu Jateng Sejahtera
(KJS).
c. Program Penanganan Fakir Miskin guna pengelolaan data
Fakir Miskin dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Meningkatkan Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), yang
dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial guna
melaksanakan penguatan kapasitas agar mampu meningkatkan
perannya dalam penyelengaraan Usaha Kesejahteraan Sosial.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 yang merupakan
bagian integral dari pencapaian Indikator pencapaian target sasaran
program RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut :

a. Program rehalitasi Sosial yanag dilaksanakan oleh Bidang
Rehabilitasi Sosial dan Panti Pelayanan Sosial diarahkan pada
penyediaan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar yang
mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS dalam panti.
Realisasi atas target RKPD tahun 2019 sebesar 100% atas target
renstra sebesar 0,82%

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan
oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, realisasi atas
target RKPD tahun 2019 sebesar 100% atas target renstra sebesar
0,36%

c. Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan yang
dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Fakir Miskin, realisasi
atas target RKPD tahun 2019 sebesar 100% atas target renstra
sebear 0,06%



d. Program Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang
Pemberdayaan Sosial realisasi atas target RKPD sebesar 100%
atas target Renstra sebesar 6,88%.

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah pada level program dapat dilihat pada Tabel
2.2.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Target Renstra PD RealisasiCapaian Proyeksi
No Indikator SPM/StandarNasional IKK Catatananalisis
/ 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UrusanSosial
1
Persentase penanganan PMKS terl.antar yang 0,82 1,64 2,46 3,28 0,82 1,64 2,46 3,28
membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti
2 . .
izl;iei:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,06 0,09 0,12 0,03 0,06 0,09 0,12
3 . .
gzxr‘lst?ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,06 0,09 0.13 0,03 0,06 0,09 0,13
4
izzifisntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,04 0,07 0.11 0.14 0,04 0,07 0,11 0,14
5
g:lx;iei:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,04 0,09 0,13 0,17 0,04 0,09 0,13 0,17
6
i;};lst(ientase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,05 0,08 0.1 0,03 0,05 0,08 0.1




Target Renstra PD RealisasiCapaian Proyeksi
No Indikator SPM/StandarNasional IKK Catatananalisis
/ 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7
i;}r‘iei:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,05 0,08 0,11 0,03 0,05 0,08 0,11
8
ggx;lst?ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,06 0.1 0,13 0,03 0,06 0,1 0,13
9
izﬁcisntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,02 0,04 0,06 0,08 0,02 0,04 0,06 0,08
10
i;lr’i?ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,06 0,09 0,12 0,03 0,06 0,09 0,12
11
g;lst(ientase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,04 0,08 0,12 0,17 0,04 0,08 0,12 0,17
12
gZLicisntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,05 0,09 0,14 0,18 0,05 0,09 0,14 0,18




Target Renstra PD RealisasiCapaian Proyeksi
No Indikator SPM/StandarNasional IKK Catatananalisis
/ 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13
i;lr‘iei:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,07 0,1 0,14 0,03 0,07 0,1 0,14
14 ) )
Ezf’lsttientase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,06 0,08 0.11 0,03 0,06 0,08 0,11
15
izicisntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,04 0,08 0,13 0,17 0,04 0,08 0,13 0,17
16
i;ll:i?ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,02 0,04 0,06 0,07 0,02 0,04 0,06 0,07
17
geeélst?ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,06 0,11 0,17 0,22 0,06 0,11 0,17 0,22
18
§Z$?ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,01 0,03 0,04 0,06 0,01 0,03 0,04 0,06
19
izlr"lstei:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,04 0,07 0,11 0,14 0,04 0,07 0,11 0,14




Target Renstra PD RealisasiCapaian Proyeksi
No Indikator SPM/StandarNasional IKK Catatananalisis
/ 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20
i;}r‘iei:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,06 0,08 0,11 0,03 0,06 0,08 0,11
21
ggx;lst?ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,04 0,09 0,13 0,18 0,04 0,09 0,13 0,18
ig;stfisntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,03 0,06 0,09 0,13 0,03 0,06 0,09 0,13
ig;stfisntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,05 0,09 0,14 0,18 0,05 0,09 0,14 0,18
22
izls:i:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,01 0,03 0,04 0,06 0,01 0,03 0,04 0,06
23
izxr’lstei:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,01 0,03 0,04 0,06 0,01 0,03 0,04 0,06
24
1ie;lst(ientase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,02 0,03 0,05 0,07 0,02 0,03 0,05 0,07




Target Renstra PD RealisasiCapaian Proyeksi
No Indikator SPM/StandarNasional IKK Catatananalisis
/ 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
i;}r‘iei:ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,02 0,05 0,07 0,1 0,02 0,05 0,07 0,1
ggx;lst?ntase keberfungsian sosial PMKS Dalam 0,02 0,04 0,07 0,09 0,02 0,04 0,07 0,09
Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi 0,06 0,11 0,17 0,23 0,06 0,11 0,17 0,23
Persentase penanganan sosial terhadap korban
bencana dan PMKS Non Produktif 0,36 0,73 1,09 1,46 0,36 0,73 1,09 1,46
Penyesuaian
target pasca
Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS 6,88 13,75 18,86 25,74 6,88 11,99 18,86 25,74 gsf(’%lsllgng
ovi




2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

1. Belum optimalnya Pelayanan sosial dasar PMKS dan
keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar
sektor

2. Belum optimalnya validasi data & pemanfaatan Basis Data
Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai
dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya

3. Masih kurang optimalnya kapasitas Potensi  Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS) untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai
berikut :

1. Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

2. Belum optimalnya persiapan sosial fakir miskin perkotaan dan

perdesaan sebelum memperoleh layanan

3. Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usaha

kesejahteraan sosial

4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum menjadi dasar
intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat
daerah :
a. Tantangandalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :

1) Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS belum memenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2) Belum optimalnya persiapan sosial fakir miskin perkotaan

dan perdesaan sebelum memperoleh layanan

3) Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usaha

kesejahteraan sosial

4) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum menjadi
dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor

dan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat



b. Peluangdalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar

yang harus jadi prioritas pembangunan daerah
2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu

dan penerima pelayanan dasar.
3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

4) Sarana

prasarana Panti

penyelenggara Pelayanan sosial.

Pelayanan Sosial

dan SDM

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Adapun isu strategis

tersebut adalah sebagai berikut

Isu Strategis Isu penting yang perlu | Catatan
ditindaklanjuti

Tingginya Populasi | Belum optimalnya | Pelayanan sosial dasar

PMKS pelayanan sosial dasar | PMKS di dalam  panti
PMKS dan keterpaduan | dimaksimalkan guna
penanganan PMKS antar | memenuhi standart

pemerintahan dan | pelayanan minimal
antarsektor
Optimalisasi persiapan social
fakir miskin perkotaandan
perdesaan sebelum
memperoleh layanan
PMKS non produktif dan
terlantar serta korban
bencana masih
membutuhkan perlindungan
dan jaminan social guna
memenuhi kebutuhan dasar
Belum Optimalnya | Belum semua PSKS | PSKS yang mendapatkan
Peran PSKS dalam | mampu melaksanakan | penguatan kapasitas belum
melaksanakan perannya dalam Usaha | maksimal dalam mendukung
Usaha Kesejahteraan Sosial | Usaha Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial | (UKS)

(UKS)

Masih
inxlution

terdapat

error
Belum dan exlusion
error dalam Basis
Data Terpadu (BDT)

Belum optimalnya validasi
data dan pemanfaatan
Basis Data Terpadu (BDT)
sebagai dasar penanganan
PMKS

kemiskinan dan

lainya

Pelaksanaan verifikasi dan

validasi Basis Data Terpadu

(BDT) ditingkat Kabupaten
/Kota belum berjalan
optimal




2.4.

Reviu Terdadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun

2021yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan

daerah tahun 2021 merupakan panduan bagi Perangkat Daerah

dalam menyusun rencana kerja mendasar pada kewenangan, tugas

pokok dan fungsinya. Sebagaimana RKPD provinsi jawa tengah

tahun 2021 maka rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

diarahkan guna mendukung percepatan penurunan kemiskinan di

jawa tengah. Upaya ini dilakukan dengan 2 kinerja utama yakni

pernurunan populasi PMKS dan Meningatkan peran PSKS dalam

UKS, yang selanjutnya dirumuskan dalam program :

1.

Program Rehabilitasi Sosial, difokuskan pada penyelenggaraan
rehabilitasi sosial dasar PMKS terlantar yang diarahkan pada
meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS

terlantar didalam panti.

. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial , difokuskan pada

penyelengaraan jaminan sosial PMKS non produktif dan terlantar
melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan penanganan korban
bencana provinsi yang diarahkan pada pengurangan beban
pengeluaran PMKS non produktif dan terlantar serta penanganan

psikososial korban bencana.

. Program Penanganan Fakir Miskin, difokuskan pada pengelolaan

data fakir miskin dan PMKS lainya serta persiapan sosial
keluarga fakir miskin yang diarahkan pada dukungan verifikasi
dan validasi data fakir miskin dan PMKS oleh Kabupaten/Kota

serta bimbingan sosial keluarga fakir miskin.

. Program Pemberdayaan Sosial, difokuskan pada penguatan

kapasitas PSKS agar dapat meningkatkan perannya dalam Usaha
Kesejahteraan Sosial yang diarahkan pada penguatan kapasitas
PSKS agar mampu berperan aktif dalam penyelengaraan

kesejahteraan sosial diwilayahnya.



Tabel 2.3

Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

RancanganAwal RKPD

HasilAnalisisKebutuhan

Kebutuhan

No . . . . ikati . . . S CatatanPentin,
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Target Pagulndikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Targ.e t Dana g
Capaian (Rp.000) Capaian
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase
penanganan Persentase penanganan
PMKS terlantar PMKS terlantar yang
1 | RehabilitasiSosial | Jawa Tengah yang 86,799,235 | RehabilitasiSosial Jawa Tengah membutuhkan
membutuhkan pelayanan dasar di 6,889,875
pelayanan dasar dalam panti
di dalam panti
Penanganan Fakir Persentase fakir Penanganan Fakir i miski
g | Fenane Jawa Tengah | miskin yang telah 7,300,000 nang Jawa Tengah | Fersentase faiir miskin
Miskin tervalidasi Miskin yang telah tervalidasi 2,500
Persentase
penanganan sosial Persentase penanganan
Perlindungan Dan terhadap korban Perlindungan Dan sosial terhadap korban
3 JaminanSosial Jawa Tengah bencana dan 5’083’000 JaminanSosial Jawa Tengah bencana dan PMKS Non 40’72 2'111
PMKS Non Produktif
Produktif
p berd Persentase PSKS p berd
emperdayaan dapat emperdaayaan Persentase PSKS dapat 6,485,000
4 Sosial Jawa Tengah melaksanakan 13,110,674 Sosial Jawa Tengah melaksanakan UKS ! !

UKS
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program
Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -
2025, isu strategis pembangunan sebagaimana Surat Edaran
Gubernur Jawa Tengah Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah
Nomor 050/0000549 tanggal 15 Januari 2020 perihal Arahan
Kebijakan dan  Prioritas @ Pembangunan serta Pedoman
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2021, pembangunan
Jawa Tengah pada Tahun 2021 diarahkan pada Peningkatan
kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas Hidup

dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Mendasar pada hal tersebut diatas selanjutnya Arah dan Prioritas
pembangunan daerah tahun 2021 yang terkait dengan Tusi Dinas
Sosial
1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
a. Penyediaan basic needs access melalui penyelenggaraan
Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan pemenuhan kebutuhan
dasar PMKS terlantar didalam panti.

b. Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan
kemiskinan/TKPKD dengan satgas kemiskinan serta
pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program
“maju bareng untuk penaggulangan kemiskinan” melalui
pengelolaan dan penyediaan Data Terpadu Kesejahertaan
Sosial (DTKS)

2. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara
berkelanjutan melalui Peningkatan ketahanan daerah dalam
penangulangan bencana, melalui penyelanggaran penanganan
korban bencana provinsi meliputi penyediaan kebutuhan
pangan (dapur umum) korban bencana dan pengerahan
TAGANA ke lokasi bencana untuk recovery dan pemulihan

sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2021

merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan Dinas Sosial



Provinsi Jawa Tengah guna mendukung prioritas pembangunan

jawa tengah dalam percepatan pengurangan kemiskinan, denagn

agenda :

1.

Penanganan Fakir Miskin, meliputi :

a. Verifikasi, validasi dan pemuthakiran Basis Data terpadu
sebagai dasar penyusunan strategi penanganan fakir miskin
dan PMKS lainnya.

b. Penanganan Kemiskinan berbasis kewilayahan dan
kelompok.

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial PMKS melalui Panti

Pelayanan Sosial.

Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana

Alam/ Sosial dan Jaminan Sosial bagi PMKS Non Produktif.

Pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) dalam upaya meningkatkan peran dalam

melaksanakanUsaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial :

1.

Penanganan PMKS berbasis Kelompok (Sosial Group Work)
dilaksanakan melalui Program Penanganan Fakir Miskin.
Penanganan PMKS berbasis Kelembagaan dilaksanakan melalui
Program Rehabilitasi Sosial.

Penanganan PMKS berbasis Individu dan Keluarga (Sosial Case
Work) dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial.

Peningkatan peran PSKS dalam melaksanakan
UsahaKesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui Program

Pemberdayaan Sosial.

Program Dan Kegiatan yang dilaksanakan:

1.

Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada kegiatan
pelayanan rehabilitasi sosial dasar PMKS terlantar didalam
panti dan diarahkan pada persentase peningkatan pemenuhan
kebutuhan sosial dasar dan keberfungsian sosial PMKS

terlantar didalam panti.

Program Penanganan fakir Miskin difokuskan pada kegiatan
bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir

miskin dan pengelolaan data kemiskinan dan PMKS lainya dan



3.2.

diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah

tervalidasi.

3. Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada kegiatan
penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha
Kesejahteraan Sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan
persentase peran PSKS dalam melaksanakan Usaha
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial difokuskan pada
kegiatan jaminan sosial bagi PMKS Non Produktif melalui Kartu
Jateng Sejahtera (KJS) dan penanganan korban bencana pada
saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada
peningkatan persentase penyelenggaraan perlindungan sosial
terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan

jaminan sosial PMKS Non Produktif.

Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah pada sub bab sebelumnya yang dikaitkan dengan target
kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah sebagai berikut :

Penyusunan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dimaksudkan guna
memastikan bahwa agenda penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dapat terealisasi melalui pembebanan tugas dan fungsi kepada
struktur yang ada. Selain itu guna memastikan setiap struktur
memiliki tugas dan fungsi sebagai bagian penjabaran Kinerja yang
bersangkutan. Adapun tujuan dan Sasaran kinerja tahun 2021,
yaitu:

1. Menurunkan populasi PMKS sebesar 1,76% Yang merupakan
akumulasi pencapaian kinerja tahun 2019,2020 dan target
tahun 2021.

2. Meningkatkan peran PSKS dalam UKS sebesar 26,90 % yang
merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun 2019,2020 dan

target tahun 2021.



Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

NO

Tujuan

Sasaran

Indikator
Kinerja Tujuan
dan Sasaran

Satuan

2

3

4

5

Menurunkan
Populasi
PMKS

Persentase
Penurunan
Jumlah PMKS

%

Menurunya
populasi
PMKS

Prosentase
Penurunan
Jumlah PMKS

Meningkatkan
peran PSKS
dalam UKS

Persentase
PSKS yang
mendapatkan
penguatan yang
melaksanakan
UKS

%

26,90

Meningkatnya
peran PSKS
dalam UKS

Persentase
PSKS
mampu
melaksanakan
UKS

yang







BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan
SKPD menurut rancangan akhir RKPD, serta mempertimbangkan hasil
telaahan  kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi serta
Musrenbangwil. Adapun program dan kegitan yang dirumuskan
tercantum pada tabel 4.1.



BAB V

PENUTUP

1. Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai

kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Kerja Kementerian Sosial

2021 serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi

Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2021. Di lain

pihak, Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan

pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis,

dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target

indikator, fokus dan lokus dalam Renja menyesuaikan dengan dinamika

perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran

mendasarkan pada kemampuan pendanaan daerah;
2. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renja adalah :

a.

d.

Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021 mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023 dan visi, misi dan program kerja prioritas Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih;

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Awal Renja
PD dengan mempertimbangkan masukan dari Stakeholders terkait
dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan
penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD;

Bappeda melakukan proses finalisasi RKPD Tahun 2021 melalui
Forum Musrenbang;

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyempurnakan Renja PD
berdasarkan RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai Pergub.

3. Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 adalah dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-PD
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
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